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ABSTRAK

Hukum kewarisan menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam.
Al-Qur’an (An-Nisa ayat 11, 12, dan 176) mengatur hukum kewarisan dengan
jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami
oleh setigp orang. Kecuali itu, hukum kewarisan langsung menyangkut harta
benda yang apabila tidak diberikan ketentuan secara tepat dan benar, amat mudah
menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Ketika hukum Idam hendak
menanamkan nilai-nilainya sebagal landasan kesadaran hukum yang mengatur
tata tertib masyarakat, ketika itu pula ia berhadapan dengan nilai-nilai kesadaran
hukum adat, termasuk hukum kewarisan.

Masyarakat Mandar, Desa Batupanga, Kecamatan Luyo, Kabupaten
Polewalimandar, mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum
yang ditimbulkan berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan
anggota keluarga yang ditinggalkannya. Mereka menganut sistem mayorat |aki-
laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak
laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal. Anak
laki-laki tertua yang sudah dewasa bisa menjadi pengganti orang tua yang telah
meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan, ia
berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban
mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan termasuk harta warisan.
Penelitian ini mencoba mengungkap apa yang menjadi latar belakang dari
pelaksanaan sistem kewarisan pada masyarakat Desa Batupanga, bagaimana
praktek pelaksanaan warisan tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam, serta
bagaimana pengaruh pelaksanaan sistem kewarisan itu terhadap permasalahan
kewarisan di Indonesia. Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan normatif-
sosiologis. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menelusuri alasan yang
dipakai dalam pelaksanaan sistem kewarisan adat berdasarkan norma-norma
hukum yang berlaku, sedangkan sosiologis untuk melihat realitas kehidupan
masyarakat Desa Batupanga dalam mel aksanakan sistem kewarisan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian warisan di desa
Batupanga, Sulawes Barat, biasanya dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga
yang dihadiri pewaris, ahli waris, dan para pemangku adat selain itu terdapat
perbedaan pada Sistem dan Praktek pembagian harta warisan pada masyarakat
Desa Batupanga dengan ilmu fara’id. Namun berdasarkan tasaluh hal ini
dibolehkan karena sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam yaitu
terwujudnya kemaslahatan ummat, selain itu tetap berdasarkan Al Qur’an dan
Hadist. Pembagian harta waris di Batupanga lebih menekankan sistem kekeluargaan
hal ini bertujuan untuk tidak menimbulkan konflik yang berkelanjutan diantara
keluarga.
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MOTTO
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“Dan carilahapa yang telahdianugerahkan Allah Swtkepadamu
(kebahagiaan) negeriak hirat,
danjanganlahengkaumelupakanbagianmudari (kenikmatan) duniawi,
danberbuatbaiklah (Repada orang lain) sebagaimana Allah
Switelahberbuatbaikkepadamu, danjanganlahRamuberbuatRerusakan
di (muka)bumi. Sesungguhnya Allah Switidakmenyukai orang-orang
yang berbuatkerusakan”. (Q.S. Al-Qasas: 77)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang M asalah

Hukum kewarisan menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam.
Ayat a-Qur’an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini
dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali
itu, hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak
diberikan ketentuan pasti amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris.
Hal ini karena setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul
bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa sgja harta
itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris.*

Berbicara hukum kewarisan terdapat permasalahan yang harus
diperhatikan. Permasalahan tersebut adalah dalam hal hukum dan peradilan di
Indonesigjuga terdapat hukum adat. Selama ini, khususnya sebelum munculnya
UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memang sering terjadi
kerancuan. Bagi umat muslim yang bersengketa dalam kewarisan mau membagi
warisannya harus secara apa dan mau ke Pengadilan mana. Jika seseorang mau
menurut hukum Islam bagaimana, jika ia mau membagi secara hukum adat atau
perdata bagaimana. Artinya sebelum keluar UU Pengadilan Agama masing-

masing orang mempunyai pilihan atau opsi dengan cara apa ia akan membagi

! Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam,cet. ke-14 (Y ogyakarta: Ull Pres Y ogyakarta,
2001), him. 3.



warisannya. Misalnya yang beragama |slam bisa sgja tidak membagi secara waris
Islam tetapi bisa ke waris perdata.

Secara sudut pandang Islam, pembagian harta warisan hanya bisa
dilakukan setelah pewaris meninggal. Harta yang ditinggalkan itulah yang akan
dibagi-bagi kepada mereka yang berhak menerimanya, adapun harta yang
dibagikan sebelum pewaris meninggal, maka itu tidak dikatakan harta waris
melainkan hanya berupa pemberian oleh seseorang kepada sanak keluarganya.

Pengertian harta warisan yang dikenal di kalangan fugaha ialah segala
sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya. Jadi,
pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal
dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk di dalamnya bersangkutan dengan
utang piutang, baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya (seperti
harta yang berstatus gadai), atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban
pribadi yang mesti ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau mahar yang
belum diberikan kepada istrinya)®.

Dalam segarah perjalanan hukum Islam di Indonesia sgjak zaman
pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang telah melahirkan beberapa titik
singgung. Selanjutnya titik singgung tersebut dikedepankan sebagai teori yang
berkaitan dengan realita yang dihadapi oleh hukum Islam. Ketika hukum Islam

hendak menanamkan nilai-nilainya sebagai landasan kesadaran hukum yang

2> Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut |slam, (Jakarta: Gema Insani
Press, 1995), him.33.



mengatur tata tertib masyarakat, ketika itu pula ia berhadapan dengan nilai-nilai
kesadaran hukum adat.

Kadar kekuatan kesadaran nilai-nilai hukum adat terhadap penerimaan
nilai-nilai hukum Islam, ternyata berdampak terjadinya ragam pendapat yang
berlanjut dengan berbagai corak teori, lahirlah teori-teori titik singgung hukum
adat dan Islam, terutama di bidang perdata, termasuk hukum kewarisan.®

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis
keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin
merupakan patrilineal murni, matrilineal, parental atau bilateral (walaupun sukar
ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia).

Dari ketiga sistem keturunan di atas, mungkin masih ada variasi lain yang
merupakan perpaduan dari ketiga sistem tersebut, misalnya“ sistem patrilinea
beralih-alih (aternerend) dan sistem unilateral berganda (double unilateral)”.
Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli
waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang material
maupun immaterial).*

Namun tentu saja masing-masing sistem memiliki ciri khas tersendiri yang
membedakan dengan sistem lainya.

Hukum kewarisan adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis

ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum kewarisan, tentang harta warisan,

% Yahya Harahap, “Praktek Hukum Waris Tidak Pantas Membuat Generalisasi”, dalam
Igbal Abdurrauf Saimima (ed), Polemik Reaktulisas Ajaran Islam,cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka
Panjimas, 1988), him. 125.

* Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), him. 259.



pewaris, dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan
penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum kewarisan
adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generas
kepada keturunannya.®

Masyarakat Mandar di Desa Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten
Polewali Mandar, mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan
hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia
dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya, bahkan mereka biasa membagi
harta tersebut sebelum pewaris meninggal, yaitu, ketika salah satu anggota
keluarga ada yang menikah, maka mereka akan langsung dapat bagiannya.
Masyarakat Mandar di Desa Batupanga Sulawes Barat menganut sistem mayorat
laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak
laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal.

Anak laki-laki tertua pada masyarakat Mandar sebagai pengganti orang tua
yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan secara
perorangan, ia berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai
kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan, termasuk
mengurus ibu apabila ayah yang meninggal dan begitu juga sebaliknya,
berkewajiban mengurus ayah apabila ibu yang meninggal. Adapun proses
pembagian harta warisan kepada saudara-saudarannya akan sangat tergantung

pada kebijakan anak laki-laki tersebuit.

® Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), him.
07.



Keistimewaan lain dari anak laki-laki tertua di kalangan masyarakat
Mandar Desa Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, sejak
anak laki-laki tersebut masih kecil, harta benda baik yang berupa tanah, ladang
maupun sawah semua diatasnamakan anak laki-laki, Namun dalam masyarakat
Mandar dikenal dengan istilah”’Boyang anunna anak terakhir’’rumah adalah milik
mutlak anak terakhir tanpa melihat anak pertama tersebut laki-laki atau
perempuan.

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat terletak pada
kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagal pengganti orang tua yang
telah wafat daam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna
kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh
tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga
sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur
rumah tangga sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang
tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, yang pemboros dan lain
sebagainya jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-
saudaranya sebaliknya ia harus diurus oleh anggota keluarga yang lain.

Sistem mayorat seringkali disalahtafsirkan tidak sgja oleh orang yang tidak
memahaminya, tetapi juga oleh pihak ahli waris anak tertua itu sendiri. Anak
tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta
peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagal penguasa,
sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga,

dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak



semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan atas tolong
menolong oleh bersama untuk bersama.®

Berdasarkan fenomena dan redlita di atas, penyusun bermaksud
mengangkat sistem dan praktek pembagian harta warisan yang terjadi pada
masyarakat Mandar di Desa Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali

Mandar, dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang
menjadi problem riset adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem dan praktek pembagian harta warisan pada masyarakat
Mandar Desa Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar
Sulawesi Barat?

2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap sistem dan praktek pembagian
harta warisan pada masyarakat Mandar Desa Batupanga?

. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan pendlitian adalah salah satu faktor penting dalam suatu penelitian,
sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan
dilakukan. Sebagai konsekuens dari pokok permasalahan, maka tujuan penelitian
ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan sistem dan praktek pembagian harta warisan di

kalangan masyarakat Mandar Desa Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten

Polewali Mandar Sulawesi Barat.

® Ibid, him. 29-30.



2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap sistem dan praktek

pembagian harta warisan pada masyarakat Mandar Desa Batupanga.
Berdasarkan tujuan dari penelitian untuk memberikan gambaran tentang
arahpenelitian yang akan dilakukan maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya, dan hukum kewarisan
pada khususnya.

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat Mandar di desa Batupanga
kecamatan Luyo kabubapetn Polewali Mandar pada khususnya dan bagi
Sigpapun yang berkepentingan dalam menyelesaikan kewarisan atau sebagai
pendorong bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang sama dilain
daerah.

3. Selain hal diatas, penyusun bermaksud bahwa skripsi ini sebagai bahan
masukan dalam melakukan refleksi mengenai efektivitas hukum Islam, UU
No0.7/Th 1989 jo UU No0.3/Th 2006 jo UU No.50 /Th 2009 Tentang Pengadilan
Agama,Inpres No.1/Th 1991 tentang KHI (Kompilass Hukum Islam), dalam
kehidupan masyarakat muslim khususnya masyarakat Mandar Desa Batupanga
Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat.

D. Telaah Pustaka
Berdasarkan penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, kajian tentang
warisan boleh dikatakan cukup melimpah. Kajian-kajian yang dimaksud terutama
berupa pembahasan normatif menurut tinjauan hukum Islam atau pembahasan dari
segi hukumnya yakni hukum kewarisan Islam. Disamping pembahasan dari sudut

sgarah kelembagaan yang mengurusi masalah kewarisan di Indonesia atau



lembaga penerapan atau pelaksanaan hukum kewarisan, khususnya hukum
kewarisan Islam.

Menurut Hazairin sebagaimana ditulis oleh Hilman Hadikusuma dalam
bukunya Hukum Waris Adat, bahwa hukum waris adat mempunyai corak
tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk
kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau
bilateral.”

Bangsa Indonesia yang murni alam fikirannya berazas kekeluargaan,
kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari sifat-sifat kebendaan
dan mementingkan diri sendiri. Jika pada belakangan ini nampak sudah banyak
kecenderungan adanya keluarga-keluarga yang mementingkan kebendaan dengan
merusak kerukunan hidup kekerabatan atau ketetanggaan maka hal itu merupakan
suatu krisis akhlak, antara lain disebabkan pengaruh kebudayaan asing yang
menjajah alam fikiran bangsa Indonesia

Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Penundaan Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Adat dan Pemanfaatannya
untuk Keluarga”, Umi Maftuhah menyebutkan pembagian warisan dilakukan
setelah seratus hari meninggal karena adanya anggapan dari sebagian masyarakat
di Kecamatan Kembaran, dianggap tabu jika harta warisan itu dibagikan sebelum

seratus hari meninggalnya pewaris.®

" Ibid., him. 24.

8Umi Maftuhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan
dalam Hukum Adat dan Pemanfaatannya Untuk Keluarga,” Skripsi PadaFakultas Syari’ah UIN
Sunan Kalijaga Y ogyakarta jurusan PA, (2001).



Sedangkan Abdul Halim dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat
Kecamatan Rembah Kabupaten Kampar Pasir Pangarayan”, menulis bahwa pihak
perempuan lebih banyak mewarisi daripada pihak laki-laki, rumah dan segala
isinya akan dimiliki oleh anak perempuan yang paling kecil dengan alasan anak
yang paling kecil menjadi penanggung jawab terhadap kakaknya.®

Muhammad Ridwan Alimuddin, dalam bukunya, Polewali Mandar
(Alam, Budaya,dan Manusia), menulis bahwa Masyarakat Mandar adalah
Masyarakat yang sangat memelihara kekompakan khususnya antarsesama
Mandar, sehingga sering dijumpai di perantauan Masyarakat Mandar hidup dalam
komunitas Mandar itu sendiri, misanya di Madura, Kalimantang dan lain
sebagainya *’

Hal senada diungkapkan oleh Jubariyah, dalam bukunya, Swali Parri
(berbagi dalam suka-duka), bahwa Masyarakat Mandar mempunyai jiwa sosial
dan kebersamaan yang sangat tinggi tak terkecuali dalam soal warisan. Sering kita
lihat di Makassar terjadi bentrok, tawuran, itu tidak lain adalah persoalan
sukuisme sgja. Apabila salah seorang di antara mereka di pukul misalnya, maka

yang maju bukan satu atau dua orang melainkan atas nama suku.**

°Abdul Halim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan
Menurut Adat Kecamatan Rembah Kabupaten Kampar Pasir Pangarayan,” Skripsi pada Fakultas
Syari’ah UINSunan Kalijaga Yogyakarta jurusan PA, (1999).

19 Muhammad Ridwan Alimuddin, Polewali Mandar (Alam,Budaya dan Manusia), (Polewali
Mandar: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar, 2001), him. 9

Y Jubariyah, Swali Parri (berbagi dalam suka-duka), (Yogyakarta® Beranda Cendikia
Konsultan Mammesa, 2006), him 17.
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Fadhly Anwar, dalam bukunya, Budaya Tradisonal Masyarakat Mandar,
menulis bahwa Masyarakat Mandar adalah Masyarakat yang sangat kaya akan
budaya, namun keterbatasan informasilah menyebabkan daerah ini masuk dalam
daftar daerah tertinggal. Masyarakat Mandar tinggal di ujung paling barat Profins
Sulawesi Selatan yang kemudian menuntut pemekaran wilayah, sehingga
terbentuklah Profinsi Sulawesi Barat dengan ibu kota Mamuiju.*?

Melalui beberapa referensi penelitian di atas beserta penjelasannya,
pendliti menyimpulkan bahwa keadian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah pada tema dan
subyek penelitian. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya terdapat kesamaan
tema yakni tentang kewarisan, namun peneliti meyakini bahwa penelitian yang
berjudul “*Sistem Pembagian Waris Masyarakat Mandar di Desa Batupanga
Sulawesi Baratbelum pernah diteliti sebelumnya.

Kerangka Teor etik

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum kewarisan yang diatur dalam
a-Qur’an, Sunnah Rasul dan fikih sebagai hasil ijtihad para fugaha dalam
memahami ketentuan al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Dengan demikian, hukum
kewarisan |slam merupakan tuntutan keimanannya kepada Allah SWT.

Allah SWT yang maha adil tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap
ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna Dia
menentukan pembagian hak setigp ahli waris dengan adil serta penuh

kebijaksanaan. Seperti dalam al-Qur’an :

12 Fadhly Anwar, Budaya Tradisional Masyarakat Polewali Mandar, (Polewali Mandar:
Bappeda Kabupaten Polewali Mandar,2006),him. 21
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Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum
kewarisan Islam sebagai berikut :*®

1. Hukum kewarisan Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan
penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan
jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki, seperti yang berlaku dalam
kapitalisme atau individualisme, dan melarang sama sekali pembagian harta
peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui
hak milik perorangan, yang dengan sendirinya tidak mengena sistem
kewarisan.

2. Warisan adalah ketetapan hukum. Y ang mewariskan tidak dapat menghalangi
ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta
warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau atas
keputusan hakim. Namun tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi
hutang mayit (pewaris).

3. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan
perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang
lebih dekat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada
yang lebih jauh; yang lebih kuat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih
diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya, ayah lebih diutamakan
daripada kakek, dan saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara

seayah.

18 httpl/:fauzisroom.bl ogspot.com/2012/04/babi-pendahul uan-1.html. Di akses tanggal 09
November 2013 Jam 10.03
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4. Hukum kewarisan Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan
kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian tertentu
kepada beberapa ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu,
suami atau isteri, dan anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.

5. Hukum kewarisan Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak
yang sudah besar, yang masih kecil, ataupun yang baru sgja lahir, semuanya
berhak atas harta warisan orang tuanya. Namun, perbedaan besar kecilnya
bagian diadakan sgjalan dengan perbedaan besar kecil kewajiban yang harus
ditunaikan dalam keluarga. Misalnya, anak laki-laki yang memikul beban
tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak yang lebih besar daripada anak
perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.

6. Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli
waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping
memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit (pewaris). Bagian tertentu
dari harta itu adalah 2/3,1/2, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Ketentuan tersebut
termasuk hal yang sifatnya ta’abbudi, yang wajib dilaksanakan karena telah
menjadi ketentuan al-Qur’an.

7. Hukum kewarisan Islam bersifat individual. Asas ini menyatakan harta
warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara

perorangan’’. Dalam prakteknya, seluruh harta dinyatakan dalam nilai

YAn-Nisa’(4):8
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tertentu. Yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang dapat
menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.*®
Islam sendiri memakal Prinsip pewarisan individual, alasanya karna
kepemilikan bersama atau sistem kolektif, sangat rawan terjadi kesalah
pahaman dikemudian hari, apalagi terhadap anak-anak keturunanya kelak.
Berdasarkan prinsip-prinsip hukum kewarisan Isam di atas, al-Qur’an
memberikan aturan hukum yang tegas dan terperinci. Hukum kewarisan sebagai
pernyataan tekstual yang tercantum dalam al-Qur’an dan Sunnah itu berlaku
secara universal bagi seluruh umat Islam dan mengandung nilai-nilai yang bersifat
abadi.*® Sungguhpun demikian, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya
ijtihad, yakni terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam al-Qur’an dan Sunnah.
Oleh karena itu masih memerlukan penafsiran, dalam konteks inilah menurut
Sqjuti Thalib, corak kehidupan masyarakat pada suatu negara/daerah tertentu bisa
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum kewarisan Islam,
walaupun pengaruh itu hanya dipandang relevan selama tidak melampaui garis-
garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan yang baku.
Pengaruh yang signifikan lainnya dari suatu daerah tertentu adalah
mengenai waktu terbukanya kewarisan, menurut hukum Islam sendiri mulai
terbukanya kewarisan adalah sgjak orang yang mempunyai harta meninggal dunia,

sehingga dalam Islam mengenal asas semata akibat kematian. Maksudnya, hukum

®AN-Nisa’(4):33

19 |dris Djakfar dan Taufik Y ahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Pustaka
Jaya, 1995), him. 1-2.

2 gayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1982),
him. 74.
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Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan
menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta
meninggal dunia

Sebagian besar bangsa Indonesia dalam hal ini kita berada pada garis
demarkasi antara hukum adat dan hukum Islam, yang mana hukum Islam itu pada
sebagian besar masyarakat yang beragama Islam belum berlaku sebagaimana
mestinya. Di sebagian masyarakat, kecuali di beberapa daerah atau pada
kelompok-kelompok terbatas, masih tetap berpegang pada hukum kewarisan adat.
Kemudian mengenai hukum kewarisan adat itu sendiri terdapat sistem dan azas-
azas hukumnya yang berbeda-beda,?* seperti dalam pembagian harta warisan di
beberapa daerah tidak menggunakan ketentuan yang sudah terdapat dalam hukum
kewarisan 1slam, melainkan menggunakan ketentuan adat masing-masing, mereka
banyak memakai cara musyawarah atau perdamaian dalam menyelesaikan
masal ah yang berkenaan dengan kewarisan.
Cara perdamaian atau musyawarah merupakan cara yang dianggap paling tepat
untuk membagi harta warisan bila satu sama lain saling rela dan sepakat dengan
bagian yang telah ditentukan bersama, dalam ilmu fara’id hal ini disebut tasaluh.
Tasaluh dalam pembagian harta warisan merupakan salah satu upaya dalam
rangka menjaga kemaslahatan umum. Lebih khusus lagi terhadap keutuhan
kerukunan hubungan persaudaraan dalam sebuah keluarga. Tasaluh seperti ini
diperbolehkan, selama tasaluh tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-

ketentuan yang tersebut dalam al-Qur’an maupun hadis.

2L Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, him.33.
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Dalam Ushul Figh,“Urf disebut adat (kebiasaan). Sekalipun dalam
pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘Urf dan adat, namun dalam
pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian ‘Urf lebih umum dibandingkan
dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat,
jugatelah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah menjadi hukum
tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.??

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan ‘Urf
tersebut, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata itu
dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti : “hukum itu didasarkan kepada adat
dan “Urf, tidaklah berarti kata adat dan ‘Urf itu berbeda maksudnya meskipun
digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang
membedakan antara dua kata.?>

Sebagai dasar hukum bolehnya adat itu dianggap menjadi salah satu

sumber hukum ialah sesuai dengan firman Allah serta kaedah fikih dan ushul

fikih:
24
25
Namun demikian ada syarat-syarat yang menyebabkan adat dapat
diterimayaitu :
i 22 Kamal Muchtar, dkk, Ushul Figh, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1955) him.

2 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: PT LOGOS Wacana llmu, 1999), I1: 363.
2 AI-Arraf (7) : 199

% Mushlih Usman,Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fighiyah,(Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1997), him. 140.
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1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini
menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.

2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah
mendarah daging pada perilaku masyarakat.

3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur’an maupun as-
Sunnah.

4. Tidak mendatangkan kemudaratan serta sgjalan dengan jiwa dan akal yang
sejahtera®

Dalam Islam dikenal adanya tujuan dari pembentukan syari’at, hal ini
sangat penting sehingga merupakan pembahasan yang tidak luput dari perhatian
ulama serta pakar-pakar hukum Islam.*’ Ada lima hal yang menjadi tujuan
dibentuknya syari’at, yaitu: menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga
harta dan menjaga keturunan (harga diri).?

Salah satu dari lima tujuan tersebut adalah menjaga harta, karena untuk
mempertahankan hidup manusia perlu makan, minum dan berpakaian, untuk itu
diperlukan harta dan manusia harus mendapatkannya dengan cara halal dan baik
tentu sgja agar kemaslahatan ummat tetap terjaga. Untuk menjadikan keberadaan
hukum Islam terasa relevan dalam kehidupan ummat, maka diberikan peluang

bagi adanya perubahan hukum yang didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.?

% |bid., him. 142.
2 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009),him. 205
% |bid.,

2 Asmuni Abdurrahman, Qaidah-Qaidah Figh, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), him. 107.
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Salah satu konsep kemaslahatan adalah prinsip kemudahan dan kelonggaran.
Prinsip ini ditekankan secara eksplisit dalam al-Qur’an :
0 penll oS5 2 50 W5 peal) S5 il 3y
M etode Penelitian
Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-
langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan
masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya
dicarikan cara pemecahannya.®! Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian
adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah
aat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut,® maka metode
penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. JenisPenelitian
Penelitian tentang pembagian harta waris pada masyarakat adat Mandar
di Desa Batupanga ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field
research), yaitu pencarian data secara langsung di lapangan atau lokasi
penelitian, yaitu di desa Batupanga kecamatan Luyo kabupaten Polewali

Mandar Profinsi Sulawes Barat.

2. Sifat Pendlitian

% Al-Bagarah (2): 185.

3 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
1997), him. 1.

32 suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. 12, (Jakarta:
PT Rineka Cipta, 2002), him. 194
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Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu peneliti menyajikan hasil
penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan. Data-data tersebut

selanjutnya dianalisis menurut perspektif hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini
penyusun menggunakan metode sebagal berikut :

a. Observasi, yakni mengamati langsung ke lapangan dalam hubungannya
dengan masalah yang diteliti untuk dianalisa dan dikumpulkan.

b. Interview (wawancara): yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara
langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan
penelitian ini. Dalam ha ini penyusun menggunakan wawancara
terpimpin, ini akan memberi kemudahan baik dalam mengemukakan
pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil keputusan atau
kesimpulan. Di samping itu juga menggunakan wawancara bebas, karena
hal ini akan memudahkan diperolehnya data secara mendalam. Wawancara
dilakukan pada informan, tokoh agama, dan tokoh adat masyarakat
setempat.

c. Dokumentasi: yaitu yang dimaksud dengan dokumentasi adalah teknik
pengumpulan data dengan cara meneliti dokumentasi-dokumentasi yang
ada dan mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian

4. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan

Normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan tolak ukur agama (dalil-



20

dalil a-Qur’an dan hadis serta kaedah-kaedah fikih dan ushul fikih) sebagai

pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan,

sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh atau selaras atau tidak
dengan ketentuan syari’at. Sementara pandangan tentang praktek pembagian
waris Masyarakat Mandar di Desa Batupanga, untuk mendapatkan jawaban
yang lebih komperhensif terkait dengan fenomena yang terjadi dalam praktik
tersebut.
5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penyusun berusaha mengklasifikasikan
untuk dianalisa sehingga kesimpulan dapat diperoleh. Analisa data ini
menggunakan metode analisa kualitatif sebagai berikut :

a. Metode induktif, yakni analisa yang bertitik tolak dari data yang khusus
kemudian diambil kesmpulan yang bersifat umum. Artinya penyusun
berusaha memaparkan praktek pembagian warisan di Desa Batupanga,
kemudian melakukan analisis sedemikian rupa sehingga menghasilkan
kesimpulan yang umum.

b. Metode deduktif, yakni analisa yang bertitik tolak dari suatu kaedah yang
umum menuju suatu kessmpulan yang bersifat khusus. Artinya ketentuan-
ketentuan umum yang ada dalam nash dijadikan sebagai pedoman untuk
menganalisis status hukum praktek pembagian yang ada di Desa
Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi disusun terdiri dari lima bab, dan masing-

masing bab dibagi atas sub-sub bab hal ini didasarkan untuk mempermudah dalam
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pembahasan skripsi ini. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri,
tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Secara global
sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan,dalam bab ini dikemukakan latar
belakang masalah yang memuat aasan-alasan pemunculan masalah. Pokok
masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam sub bab |atar
belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan, telaah
pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam
skripsi ini.

Bab kedua mengupas gambaran secara umum tentang hukum kewarisan
Islam. Dalam bab ini digambarkan pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam,
sebab-sebab terjadinya kewarisan, rukun-rukun kewarisan, syarat-syarat
kewarisan, penghalang kewarisan, asas-asas, hgjib mahjub dalam hukum
kewarisan Islam, dan ahli waris serta bagian-bagiannya.

Bab tiga memuat gambaran umum praktek pembagian warisan masyarakat
Mandar di desa Batupanga. Dalam bab ini dipaparkan mengenai mengenal
wilayah Desa Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, meliputi
kondisi geografi dan demografi, kondisi sosial ekonomi, serta kondisi keagamaan
dan pendidikan, dan juga dipaparkan sistem hukum kewarisan yang dipakai, serta
praktek pembagian harta warisan.

Bab empat merupakan substansi dari penelitian (skripsi) ini.Dalam bab
ini dipaparkan tentang analisis terhadap sistem dan praktek pembagian harta

warisan pada masyarakat Desa Batupanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali
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Mandar menurut hukum Islam. Dimulai analisis mengenai sistem kewarisan, dan
analisis terhadap praktek pembagian harta warisan yang meliputi harta warisan,
ahli waris dan bagian-bagiannya.

Bab lima merupakan bab terakhir memuat kesimpulan yang merupakan
jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, dan ditutup
dengan saran-saran yang dituj ukan kepada para pihak yang dianggap berkepentingan

dengan persoalan hukum kewarisan Islam.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penemuan dalam penelitian, maka dapat
disimpulkan secara umum, bahwa sistem kewarisan yang dipakai
masayarakat Desa Batupanga adalah sistem kewarisan mayorat laki-
laki, dimana yang menjadi ahli waris utama adalah anak tertua laki-
laki. la berkedudukan menggantikan kedua orang tuanya dalam
mengatur harta warisan, mengatur adik-adiknya sampai mereka
dewasa dan dapat berdiri sendiri. Dari hasil penelitian ini, pendliti
dapat menyimpulkan ada beberapa hal yang berkaitan dengan hasil
penelitian ini, yaitu:

1. Pembagian warisan di Desa Batupanga. Sulawes Barat, dilakukan
sebelum pewaris meninggal dunia, tapi juga ada yang dibagi
setelah pewaris meninggal, dalam pembagian warisan biasanya
dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga yang dihadiri
pewaris, ahli waris, dan para pemangku adat, namun tetap anak
laki-laki tertualah yang diberi mandat untuk melaksanakan
pembagian kepada seluruh anggota keluarga yang berhak

mendapatkan warisan tersebut.
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2. Meskipun terdapat perbedaan pada sistem dan praktek pembagian
harta warisan pada masyarakat Desa Batupanga dengan ilmu
fara’id. Namun berdasarkan taséluh hal ini dibolehkan karena
sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam yaitu terwujudnya

kemaslahatan umir, berdasarkan Al Qur’an dan

82
Hasdist. Pembagian narta waris ai satupanga lebih menekankan
sistem kekeluargaan hal ini bertujuan untuk tidak menimbulkan

konflik yang berkelanjutan diantara keluarga.

B. Saran-saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian ini, peneliti memberikan

beberapa saran yang relevan sebagai berikut :

1.

Karena terdapat kurang mencerminkan rasa keadiaan, hendaknya
musyawarah yang dilakukan antar ahli waris benar-benar
menghasilkan keputusan yang adil tanpa mengabaikan hak seorang
ahli waris, agar dapat diterima secara ikhlas dan benar-benar rela.
Sebagai seorang muslim hendaknya untuk dapat mempelgjari dan
sekaligus mengamalkannya sesuai dengan ketentuan syari’at Islam.
Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat
hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang hukum
kewarisan Islam, selain itu warga dituntut aktif untuk senantiasa

mempelgari hukum waris berdasarkan ilmu Fara’id dalam Islam.
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Lampiran .

TERJEMAH

No | HIm Foot Terjemahan
Note

1 11 | 13,14,15 | Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian
pusaka untuk) anak-anakmu yaitu: bahagian seorang
anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak
perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih
dari dua maka mereka dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang sgja,
makaia memperoleh separoh harta.

Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika orang yang
meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh
ibu-bapaknya (sgja), maka ibunya mendapat sepertiga;
jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara,
maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya
(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak
mengetahui sigpa diantara mereka yang lebih dekat
(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).
Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang
kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia
tiddk mempunyai anak dan mempunya saudara
perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu
seperdua dari  harta yang ditinggalkannya, dan
saudaranya Yyang laki-laki mempusakai (seluruh harta
saudara perempuan), jika ia tidak mempunya anak,
tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi
keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh
yang meninggal, dan jika mereka (ahli waris itu terdiri
dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian
dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan
(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

2 16 24 Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan
yang ma’ruf.

3 16 25 Adat itu dapat menjadi sumber hukum.




18

30

Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak
menghendaki kesukaran.

BAB Il

23

34,35,36

Sulaiman itu mempusakai (menggantikan bapaknya)
Daud.

Dan telah memberi kepada kami tempat ini sedang kami
diperkenankan menempati tempat dan surga dimana sgja
kami kehendaki.

Sedang kami telah menentukan mas kawinnya, maka
untuk perempuan itu seperdua dari yang kamu tentukan
itu.

24

37

[Imu untuk mengetahui Siapa-siagpa yang berhak
mendapatkan harta waris dan yang tidak berhak
mendapatkannya dan bagian-bagian masing-masing ahli
waris serta tata cara pembagiannya.

25

Bagian untuk nenek seperenam jika tidak ada ahli waris
ibu.

26

Untukmu seperdua dari peninggalan isterimu, jika tidak
beranak; tapi jika ia beranak, maka untukmu seperempat
dari peninggalannya, sesudah dikeluarkan wasiat yang
diwasiatkannya atau hutangnya.

Sesungguhnya hak wala’ itu bagi orang yang
memerdekakan.

27

47

Saya adalah ahli waris dari orang-orang yang tidak
mempunyai ahli waris, saya dapat membayar dendanya
dan mewarisinya.

10

30

50,51,52

Allah mengadakan suatu contoh, seorang hamba sahaya
yang dimiliki orang, tiada berkuasa atas suatu apapun.
Pembunuh tidak mewaris sesuatupun dari yang dibunuh.
Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang
kafir tidak pula mewarisi seorang muslim.

BAB IV

11

65

85

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-
Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya. Niscaya
Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia
kekal di daamnya; dan baginya sksa yang
menghinakan.

12

67

88

Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah
dibayar hutangnya.

13

72

92

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik
pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah
seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai




berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganiah
sekali-kali  kamu mengatakan kepada keduanya
perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka
dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

14| 75 96 Kami tidak mengutus Engkau (Muhammad) kecuali
untuk menebar rahmat

15| 76 98 Kerelaan adalah penghulu (puncak) hukum.

16 | 78 | 100,101 | Hai orang-orang Yyang beriman, janganlah kalian

mendapatkan harta dengan cara yang batil diantara
kalian.

Dan janganlah kalian mendapatkan harta dengan cara
yang bathil diantara kalian.
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BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Imém Abu Dawud.
Lahir tahun 202 H/817 M di kota Sijistan (terletak antara Iran

dan Afganistan). Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli Hadis.
Ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya antara lain Sulaiman bin
Harb, ‘Usman bin Abi Syaibah dan Abu Walid at-Tayalisi, sedangkan
yang pernah menjadi muridnya antara lain an-Nasa’i, at-Turmuzi, Abu
‘Awwanah dan lain-lain. Beliau dikena sebagai ulama yang sangat
teliti dan populer lewat karya tulisnya yang berjudul as-Sunan atau
biasa disebut Sunan Abu Dawud. Kitab ini berisi beberapa himpunan
hadis-hadis Nabi lengkap dengan periwayatnya. Ulama ahli hadis dari
kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abu Daud ini termasuk
kelompok al-Kutub al-Khamsah (lima kitab hadis yang standar). Abu
Daud wafat di Basrah pada hari Jum’at tanggal 16 Syawal 275 H
bertepatan dengan tanggal 21 Februari 889 M.

2. Imam asy-Syafi’i
Nama lengkapnya: Muhammad bin Idris bin ‘Abbas bin

‘Usman bin Syafi’ bin Sa’ib bin *‘Ubaid bin Hasyim bin al-Mutallib
bin ‘Abdi Manaf bin Qusaiy. Beliau lahir di Gazza, sebuah daerah di
bagian selatan Palestina pada tahun 150 H / 767 M. Pada usia 10 tahun
beliau telah hafal al-Qur’an 30 juz. Pada usia 20 tahun, beliau pergi ke
Madinah untuk belgjar pada Imam Malik. Selanjutnya beliau pergi ke
Irak guna belgjar dengan murid Imam Hanafi. Beliau juga pernah ke
Turki, Palestina, Yunani, dan kota-kota lainnya untuk menuntut ilmu.
Imam as-Syafi’i adalah seorang ulama besar yang mampu mendalami
dan menggabungkan antara metode ijtihad Abu Hanifah dan Imam
Malik, sehingga menemukan metode ijtihadnya sendiri yang mandiri.
Beliau sangat hati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu



3.

4.

5.

ada keseimbangan antara rasio dan rasa. Karya beliau banyak sekali
dan yang paling terkenal dan sangat monumenta adalah kitab al-Um
(kitab induk), al-Mabsut (figh) dan ar-Risalah (usul figh). Beliau
wafat pada tahun 204 H / 822 di Mesir.
Imam Malik bin Anas.

Nama lengkap beliau: Abu ‘Abdillah Malik bin Anas bin
Malik bin Abu ‘Amir bin ‘Amr bin al-Haris. Lahir pada tahun 93 H /
712 M, di kota Madinah. |a adalah seorang Imam Dar al-Hijrah dan
seorang fakih, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik mempunyai dua
keistimewaan yang melebihi para ulama di zamannya, yaitu spesialis
dalam lImu hadis dan memangku jabatan sebagai mufti. Karyanya
yang monumental dinamai dengan kitab “al-Muwatta”, yang
merupakan kitab hadis tetapi sekaligus sebagai kitab figh. Di samping
itu, fatwa-fatwa Imam Malik yang dikumpulkan oleh murid-muridnya,
telah disusun menjadi sebuah kitab yang diberi nama “al-
Mudawwanah al-Kubra” yang merupakan kitab standar dalam
mazhab Maliki. Dasar-dasar yang dipakainya dalam menetapkan
hukum ialah a-Qur’an, al-hadis, ljma, dan Qiyas, juga tradisi
masyarakat Madinah, terutama tradisi para Imam mereka seperti Abu
Bakar dan Umar bin Khattab. Beliau wafat pada tahun 179 H/ 795 M
di Madinah.

Muslim.
Beliau dilahirkan pada tahun 206 H. nama lengkapnya adalah

Abdul Husain Muslim Ibn al-Hgjad ibn Mudim al-Qusyairi an-
Naisaburi. Diantara karangannya yang terkenal adalah Shahih Muslim
dan para ulama sepakat bahwa kitab tersebut statusnya di bawah
Shahih Bukhari.

Prof. Dr. Hazairin, S.H.
Nama lengkapnya Prof. Dr. Hazairin Gelar Datuk Pangeran,

SH, beliau dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 28

November 1906 dari kalangan campuran Minangkabau dan Bengkulu.
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Ayahnya Z. Bahri-putra Bengkulu-adalah seorang guru, dan kakeknya
A. Bakar seorang mubaligh terkena di zamannya. Sedangkan ibunya
berasal dari Minangkabau, etnis yang terkenal taat beragama. Itulah
sebabnya sgjak kecil Hazairin tumbuh dalam lingkungan yang penuh
dengan bimbingan keagamaan, terutama dari kakeknya sendiri,
sehingga kelak dalam karir intelektualnya citra keagamaan terpantul
nyata. Hazairin, dikenal sebagai seorang ahli hukum dengan
spesialisas hukum adat, di samping seorang mujtahid yang telah
mencoba merambah jalan memunculkan pemikiran lahirnya mazhab

fikih yang sesuai dengan kepribadian Indonesia.

Atas prestas dikedua bidang hukum, yakni hukum adat dan
hukum Islam, senat guru besar Ul mengukuhkan sebagai Guru Besar
hukum adat dan hukum Islam pada fakultas hukum Universitas
Indonesia, pada 1952. Hazairin wafat pada 12 Desember 1975 di
Jakarta, dikebumikan dengan suatu upacara militer di taman makam
pahlawan Kalibata, atas jasa-jasanya, Hazairin dianugerahi oleh
pemerintah bintang Satya Kencana Widya Sista, Bintang Gerilya dan
Bhayangkara.

KH. Ahmad Azhar Basyir, MA.

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. la adalah
alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Y ogyakarta (1956).
Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar MA dengan predikat mumtaz
dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sgjak tahun 1953, ia
aktif menulis buku tentang hukum Islam antara lain: Hukum Waris
Islam; Adops dan Wasiat menurut 1slam; Hukum Zakat; dan banyak
lagi karangan beliau yang lain. Segjak 1969 hingga wafatnya, ia
menjadi dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam mata
kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam,
Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. la juga menjadi dosen luar

biasa Universitas Issam Indonesia (Ull), Y ogyakarta sgjak tahun 1968
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dalam mata kuliah Hukum Islam/Syari’ah Islamiah dan mengajar di

berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.
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Lampiran [11.
PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN ADAT

DESA BATUPANGA

A. Tokoh Adat
1. Sistem kewarisan apakah yang dipakai masyarakat Desa Batupanga?
2. Bagaimanakah tata cara pembagian harta warisan di daerah ini?
3. Segjak kapan harta warisan mulai dibagikan kepada para ahli waris?
4. Siapa sgjakah yang berhak menjadi ahli waris?

5. Berapa bagian masing-masing ahli waris?

B. Tokoh Agama
1. Bagaimanakah pendapat bapak terhadap pembagian warisan di daerah
ini menurut hukum Islam?
2. Dapatkah kedudukan ahli waris diganti oleh pihak lain?
3. Apabila ahli waris tidak ada, siapakah yang berhak atas warisan
tersebut?

4. Apa sebab-sebab dan halangan untuk menjadi ahli waris?
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Lampiran V.

DAFTAR RESPONDEN

RESPONDEN MASYARAKAT DESA BATUPANGA:

1.

2.

Bapak Bapak Ali Muddin (Imam magjid besar di Batupanga)
Bapak Kunding (Sesespuh Masyarakat Batupanga)

Ibu Lumu (Tokoh Agama)

Bapak Yahyadi Kelurahan Batupanga (Pegawai Kelurahan)
Bapak Ismail (Tokoh Agama)

Bapak Gunawan (Tokoh Masyarakat)

Bapak Alimuddin (imam magjid besar di Batupanga)

Bapak Sangkal (Tokoh Masyarakat)

Ibu Siti Ruhaniah (Sekertaris Kelurahan)
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Lampiran VI.

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Salim

Tempat dan Tanggal Lahir  : Batupanga, 17 Maret 1983

Alamat Asal : Desa Batupanga K ecamatan Luyo Kabupaten
Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Alamat Y ogyakarta . J. Taman Siswa Gg. Brojohito Mg 11/1214
Y ogyakarta

PENDIDIKAN:

1. Madrasah Aliyah (MA) Hasan Yamani Polewali Mandar, Lulus Tahun
2006.

2. Jurusan Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah Fakultas Syari’ah UIN Sunan
Kalijaga Y ogyakarta.

ORANG TUA:
1. Ayah : Kacok B
2. lbu : Kota

3. Pekerjaan : Petani
PENGALAMAN ORGANISASI:

1. Ketua Umum OPPHY (Organisasi Pelgjar Pondok Pesantren Syeh
Hasan Y amani).

2. Kadiv Humas KAMMI Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta
2011-2012

3. Kadiv Humas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga Y ogykarta 2012-2013
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